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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi
Undang—undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat
Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran difokuskan pada pencapaian tiga tingkat
kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibelajarkan secara
utuh. Pada mata pelajaran PPKn, pengembangan kompetensi tersebut meliputi
seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk
keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence,
civic committment, and civic responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3)
keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan
(civic skill and civic responsibility). Pembahasannya dilakukan secara utuh meliputi
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis
aktivitas, dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat
mendorong peserta didik menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya
terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya.
Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan
komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi
terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam
bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan
nyata yang harus mampu dilakukan oleh tiap peserta didik. Dengan demikian, akan
terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Buku ini merupakan upaya minimal yang harus dilakukan peserta didik dalam
mencapai kompetensi. Guru dapat mengembangkan, memperkaya, dan mengkreasikan
pembelajaran dalam bentuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik
mampu mengembangkan potensinya sesuai kompetensi yang diharapkan.

Buku edisi revisi ini merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya sebagai
implikasi dari terbitnya kurikulum 2013 yang telah disempurnakan. Meskipun
demikian, buku ini masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu,
kami mengundang para pembaca untuk dapat memberikan masukan, saran, dan
perbaikan yang membangun dalam penyempurnaan buku ini di masa yang akan
datang.

Atas kontribusinya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga buku ini
dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dunia pendidikan di tanah air tercinta ini.

Jakarta, Januari 2018

Penulis
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Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai
Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas IX. Ini berarti, kalian
tinggal satu tahun lagi belajar di jenjang SMP/MTs. Kesuksesan itu sangat
tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan
dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas IX. Oleh karena itu, kita harus
bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah
dianugerahkan kepada kita semua. Hal itu dapat kita lakukan dengan berusaha
meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa
berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri
aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada awal pembelajaran PPKn di kelas IX, kalian akan diajak untuk
mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab ini,
diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan
kaliandalam: 1) mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasilasebagai
dasar negara dan pandangan hidup bangsa; 2) mendeskripsikan dinamika
nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman; 3) mengidentifikasi
perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam
berbagai kehidupan.

Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kalian harus
senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta
mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh
karena itu, sebelum mempelajari materi ini, mari kita menyanyikan lagu wajib
nasional berikut ini bersama-sama.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1



Garuda Pancasila
Ciptaan: Sudharnoto

Garuda Pancasila

Akulah pendukungmu
Patriot Proklamasi

Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku

Ayo maju maju

Ayo maju maju

Ayo maju maju

A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Padasaatkelas VII dan VIII, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan
dengan kedudukan Pancasila. di kelas VII, kalian sudah dipelajari tentang
perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya,
di kelas VIII telah dipelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami
kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di bab ini karena sudah
mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Nah, untuk menyegarkan ingatan
kalian, coba tuliskan apa yang diingat tentang makna kedudukan Pancasila ke
dalam tabel di bawah ini.

No. Kedudukan Makna

1. | Pancasila sebagai Dasar | ........cccccceeviiiiiiiiniiieciece e
NEgara | e e

2. | Pancasila sebagai | .o
pandangan hidup | oo

2 Kelas IX SMP/MTs



Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam
perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah
bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan
ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai
dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang
terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional,
dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup.

Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikut ini dipaparkan
uraian materi berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai
dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan
sampai dengan sekarang. Cermatilah dan tanyakanlah hal-hal yang kurang
jelas kepada guru, atau teman yang dianggap dapat menjawab apa yang kalian
pertanyakan itu.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan
sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi
sampai sekarang.

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa
yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar
negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan seluruh
rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang
baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan
kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti
Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai
Pancasila. Upaya-upaya tersebut, di antaranya sebagai berikut.

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal
18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan
utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi
komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti
Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat
digagalkan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3
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Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 1.1 Gerombolan DI/Tll menyerahkan diri pada TNI

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan
didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal
7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti
Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at Islam. Tetapi, gerakannya
bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan
perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-
jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan
penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini,
memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya
baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan
(RMS) merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian
Robert Steven Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang
didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram,
Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia
pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut
sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian
pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam
pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
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d. Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI)
atau Perjuangan Rakyat
Semesta (Permesta) yang
dipimpin oleh Sjarifuddin
Prawiranegara dan Ventje
Sumual tahun 1957-1958
di Sumatra dan Sulawesi.
Gerakan ini merupakan
bentuk  koreksi  untuk
pemerintahan pusat  Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdekai
pada waktu itu yang Gambar 1.2 Penumpasan PRRIoleh TNI
dipimpin oleh Presiden
Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat
dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial.
Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan
yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan,
dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu,
timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Angkatan Perang Ratu Adil
merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling
pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang
“Ratu Adil” yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.
Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di
Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950, dengan
melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai mar-
kas Staf Divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Ja-
karta, tetapi usahanya dapat digagalkan. Berkat APRIS mengirimkan pasu-
kannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping
itu upaya yang dilakukan oleh Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Men-
teri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi
Belanda. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pem-
bubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesat-
uan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil
melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama
itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu
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Gambar 1.3 Markas Besar Divisi Siliwangi yang diduduki APRA tahun 1950 di Bandung

tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal
ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan
Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal
dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi: membubarkan Badan Konstituante;
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku; serta segera akan dibentuk
MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan
tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang
ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

2. Masa Orde Lama (1959-1966)

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi
terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan
pemikiran dalam pemerintahan negara, berpusat pada pemimpin negara.
Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno.
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Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.4 Suasana sidang Konstituante setelah pemungutan suara terakhir tanggal 2
Juni 1959.

Demokrasiterpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya
gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya
pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga
program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh,
serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun
UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada
tanggal 5 Juli 1959.

Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI Tahun 1945,
namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI
Tahun 1945.

Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,
di antaranya sebagai berikut.

a. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan
TAP MPRS No. XX/1963, yang menyebabkan kekuasaan presiden
semakin besar dan tidak terbatas.

b. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3/1960 tanggal 5 Maret
1960 yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

c. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas
anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya
diangkat serta diberhentikan oleh presiden.

Pada periode ini, terjadi Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965
yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan
negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet
serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat
digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai
dengan perbuatannya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7



Tugas Kelompok 1.1

1. Pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir
Orde Lama.

2. Susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih.

3. Carilah informasi tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber
belajar.

4. Diskusikan dengan kelompokmu, hubungkan berbagai informasi yang
kamu peroleh dan buatlah kesimpulan tentang peristiwa tersebut.

5. Susun laporan hasil telaah kelompokmu secara tertulis, dan sajikan di
depan kelas.

3. Masa Orde Baru

Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat
tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965,
yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan
PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu
dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya, dan
dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai
Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara
pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari
jabatannya sebagai Presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya
Pengumuman Penyerahan Kekuasaan Pemerintah kepada Jenderal Soeharto
sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 pada tanggal 20
Pebruari 1967.

Perpindahan kekuasaan ini, dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang
istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR No.
XXXII/MPRS/1967 yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden
Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga
dilaksanakannya Pemilu.

Era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi
yang singkat, yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih
menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai
Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan
Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
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Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan
bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan
politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah
Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

Harapan rakyat tersebut, tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto
sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang
mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau
berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini.
Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri
pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa
alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan
Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan
Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
dan Program Pembangunan yang tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN). Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh
dengan pesat di segala bidang kehidupan.

Pada masa ini juga Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol
utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR,
MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai
Politik, dan sebagainya). Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi
dengan jumlah partai politik yang terbatas pada tiga partai saja, yaitu Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai
Demokrasi Indonesia (PDI). Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan
berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa
surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan
alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan
pemerintah. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam
mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan
hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi
manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin
dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Dari uraian di atas, kita bisa
menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan
konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam
pemerintahan Orde Baru, juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap
penerapan Pancasila maupun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai
sumber belajar, seperti surat kabar, media elektronik atau buku sumber
lainnya. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.

Kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru

No Kelebihan Kelemahan

4. Masa Reformasi (1998 - sekarang)

Pada masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus
menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan
pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila
dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan
masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan
yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meliputi berbagai
macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi,
dan sebagainya. Kebebasan tersebut, di satu sisi dapat memacu kreativitas
masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang
merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan
konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas,
pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras,
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aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan,
dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era
Reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama
warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa
daerah, tawuran antarpelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai
alat untuk menyelesaikan permasalahan. Peristiwa-peristiwa tersebut, dapat
menimbulkan konflik antarwarga dalam kehidupan masyarakat. Seolah-
olah, wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang
lebih mengutamakan kerukunan, telah berkurang dari kehidupan masyarakat
Indonesia.

Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan
pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan
berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia, saat ini sedang terus dalam
gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun
pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari
bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain,
namun persaingan antarkekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih
berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara
lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Kewaspadaan dan kesiapan, harus kita tingkatkan untuk menanggulangi
penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih
penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat
berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus selalu menjadi semangat untuk
mencapainya. Maka, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia
untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan.
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Bacalah berita di bawabh ini.
Merajut Keberagaman di Kampung Pancasila

Harmoni kerukunan antarumat beragama di Desa Balun sudah ada
sejak lama dan terus terpelihara hingga saat ini. Kepala Desa Balun,
Sudarjo, mengatakan, pada tahun 1990-an, saat gencarnya penataran
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Desa Balun
menjadi percontohan untuk pelaksanaan program pemerintah itu. Dan
sejak saat itulah Desa Balun dikenal dengan julukan Kampung Pancasila.

Desa Balun yang memiliki wilayah seluas 621,103 hektar itu
berpenduduk 4.730 jiwa dari 1.234 keluarga. Hingga saat ini, penduduk
Desa Balun tercatat terdiri dari 3.780 pemeluk Islam, 688 beragama Kristen,
dan 282 penganut Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Balun tidak
tinggal secara berkelompok berdasarkan agama, tetapi bercampur menjadi
satu.

Di Desa Balun, tiga agama yang berkembang, yaitu Islam, Kristen,
dan Hindu memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan satu sama lain.
Di sebelah barat lapangan desa, berdiri Masjid Miftahul Huda berarsitektur
Timur Tengah dengan nuansa hijau dan kuning. Di selatan masjid, terdapat
Pura Sweta Maha Suci yang berasitektur Bali. Dan sekitar 70 meter di
depan Masjid Miftahul Huda atau di timur lapangan desa, terdapat Gereja
Kristen Jawi Wetan. Meskipun tempat ibadah berada dalam satu area,
namun warga Balun saling menghargai agama yang dianut masing-masing
warga.

Kerukunan tidak hanya tergambar dalam bangunan rumah ibadah
yang bertetangga. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat,
seperti kerja bakti dan peringatan hari besar nasional juga dilakukan
bersama tanpa membedakan aliran kepercayaan. Demikian juga saat ada
aktivitas di salah satu tempat ibadah. Ketika Ramadhan, umat Islam yang
tadarus membaca Al Quran di Masjid dengan pengeras suara hanya sampai
pukul 22.00 agar tidak mengganggu umat lain. Umat Hindu tanpa diminta
mengubah sendiri jadwal sembahyangnya. Kalau biasanya dilakukan
sekitar pukul 19.00, selama bulan puasa jadwalnya diubah sebelum
maghrib. Saat umat muslim sholat Ied, umat lain ikut membantu mengatur
parkir dan menjaga ketenangan.
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Ketika Natal, banser ikut membantu polisi bersama umat Hindu
menjaga keamanan. Saat Nyepi, umat lain tidak berisik saat keluar rumah
dan hanya keluar seperlunya.

Warga Desa Balun yang merasakan nyamannya hidup dengan
kerukunan antarumat beragama pun, berusaha menjaga kedamaian tersebut.
Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dideklarasikan pada
tanggal 17 Juni 1998 antarwarga di Desa Balun. Kesepakatan ini bertujuan
agar seluruh warga Desa Balun mampu menjaga dan mengembangkan
kerukunan serta toleransi antarumat beragama.

(sumber:http://www.goodnewsfromindonesia.org/2015/09/02/merajut-
keberagaman-di-kampung-pancasila/)

Setelah kamu membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Apayang melatarbelakangi terbentuknya kampung Pancasila?

4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan warga kampung Pancasila
agar tercipta harmoni dalam keberagaman kampung Pancasila?

5. Bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk mencontoh
pembentukan kampung Pancasila?
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B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan

Perkembangan Zaman

Diterimanya Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa
membawa konsekuensi logis bahwa
nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan
pokok, landasan fundamental bagi
penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai
dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai
kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai
dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai
tersebut tetap dapat diterapkan dalam
berbagai kehidupan bangsa dari masa ke
masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila
merupakan ideologi yang bersifat terbuka.
Tahukah kalian, apa itu ideologi terbuka?

Info Kewarganegaraan

Istilah ideologi dibangun dari
dua kata, yaitu idea yang berarti
gagasan, konsep, pengertian
dasar, dan cita-cita serta kata
logos yang berartiilmu. Kata idea
berasal dari kosakata bahasa
Yunani yaitu eidos, yang berarti
bentuk. Di samping itu, ada pula
kata idein, yang artinya melihat.
Dengan  demikian,  secara
harfiah, ideologi berarti ilmu
tentang pengertian-pengertian
dasar.

(Sumber:http://www.softilmu.com)

Bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan
tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi
berikut ini.

1.

Hakikat Ideologi Terbuka

Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi,

di antaranya sebagai berikut:

a.

14

Soerjanto Poespowardoyo, mengemukakan bahwa ideologi merupakan
konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan
bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi
seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

. Mubyarto, mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin

kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa
yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai
tujuan masyarakat atau bangsa.

. Padmo Wahjono, menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang

bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi
logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai
yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok.

. Franz Magnis Suseno, menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan

arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita,
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nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai
pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit ideologi adalah
gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang
mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan
bertindak.

e. M. Sastrapratedja menyatakan bahwa, ideologi adalah seperangkat gagasan
atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi
suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat tiga unsur,
yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai
atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan.

f. Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, menyatakan bahwa
ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti
sosiologi, etika, dan politik.

g. Kamus Besar Bahasa Indonesia ideologi diartikan sebagai kumpulan
konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan
tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau golongan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau
ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita
bangsa.Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-
nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai
ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang
perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan
arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia.
Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya.

Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil
sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat
ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka
dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru
tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini
akan berbeda sama sekali, jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang
berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain,
ideologi tersebut bersifat tertutup.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak
dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral,
dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat,
tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.
Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan
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ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara
membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak
hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir
dapat dipastikan, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti
negara komunis, mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara
tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari
dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya, ideologi negara tersebut
ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri

2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa
sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan
Pancasila, mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu
berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun
pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang
kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan,
teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan:

a. stabilitas nasional yang dinamis;

b. larangan untuk memasukan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-
nilai ideologi marxisme, leninisme dan komunisme;

c. mencegah berkembangnya paham liberal;

d. larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan
masyarakat;
penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan.

o

Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung
nilai-nilai sebagai berikut.

a. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha
Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai
dasar tersebut, bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-
cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat
tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila
selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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b.

Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut
adalah sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

Nilai ketuhanan dalam Pancasila, sebagai ideologi terbuka merupakan
bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau
makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam
semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa
yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya
Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pemelukan
salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan
tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk
hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai
insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri senantiasa hidup saling
membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan
tolong menolong antarsesama manusia tanpa membedakan suku
bangsa, agama, ras, antargolongan, maupun antarbangsa.

Nilai persatuan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan
warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan
politik. Setiap warga negara, terikat oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu setiap
warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa
cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongannya.

Nilai kerakyatan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan
warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai
pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan
kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Nilai keadilan dalam Pancasila, diwujudkan dalam hubungan
warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga
negara, dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik
dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana,
berlaku adil, serta menghargai karya orang lain.

Nilai instrumental, ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi
Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya.
Misalnya; UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-
undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan
aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
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C.

Nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu
pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran
nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan
perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman
dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka.

Suatu ideologi, selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa

cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga
harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus
mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila
sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi. Adapun
ketiga dimensi Pancasila tersebut, diantaranya sebagai berikut.

a.

18

Dimensi idealisme

Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu, pada
hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap
ideologi, bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat.
Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila, mampu memberikan
harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk
berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang
ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah
mana mereka ingin membangun kehidupan bersama.

Dimensi normatif

Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila, perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya,
Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi
dalam Negara Republik Indonesia serta merupakan staatsfundamentalnorm
(pokok kaidah negara yang fundamental). Dengan kata lain, agar Pancasila
mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional,
maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas.

Dimensi realitas

Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu
mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya pengembangan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa
menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-
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nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam
kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam penyelenggaraan negara (Alfian, 1992:195).

Berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar
Pancasila!

1. Nilai ketuhanan

C. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai
Kehidupan

Masih ingatkah kalian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagus
apabila kamu masih ingat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami
secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila, memiliki makna
saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena
itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan
makna Pancasila sebagai satu kesatuan.
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Kalian sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai
ideologi terbuka, membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai
intrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Adapun, nilai-nilai dasar Pancasila, tidak dapat berubah.

Sebelum kalian melanjutkan membaca uraian materi pada subbab ini,
cobalah amati gambar berikut ini.

KERJA unAk\'n I MASSAL

7 ghis
> m BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) KE. XIV
DESA KINCANG WETAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2017
Tanggal, 31 Moret 2017

Sumber: http://www.beritametro.news/media/news/2017/04/42099.jpg

Gambar 1.5 Suasana kegiatan gotong royong di masyarakat.

Tugas Mandiri 1.4

Amatilah berbagai fakta dan peristiwa di sekitar kamu yang sesuai dengan
gambar di atas. Catat atau ungkapkan hasil pengamatan kamu. Kembangkan
rasa ingin tahu kamu dengan menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan
nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan masyarakat. Misalnya, apa saja
yang telah mengalami perubahan? Mengapa terjadi perubahan tersebut?
Bagaimana proses perubahan tersebut terjadi? Apa pengaruh perubahan
tersebut? Apakah perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Untuk membantu kamu menjawab pertanyaan tersebut, pelajari uraian
tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan
masyarakat dalam berbagai bidang berikut.
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1. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Perkembangan bidang politik, meliputi persoalan lembaga negara, hak
asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai
negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang
sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai
dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan
lembaga negara, dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada
dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaganegara
dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen
UUD NRI Tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini, haruslah
sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu
atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak
asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak
asasi manusia yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila.
Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa.
Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani
minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi
yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan
golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu
contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia.
Pemilihan umum untuk memilih pemimpin, sudah dikenal oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan
dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik,
kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
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Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 1.6 Salah satu pelaksanaan demokrasi di sekolah melalui
pemilihan ketua OSIS secara langsung.

Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber
pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku
dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila.

2. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi

Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut.

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Perekonomiannasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
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berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

gl;
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Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.7 Koperasi sebagai soko guru perekonomian berdasarkan pada Pancasila

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat
Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan
selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah
dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan
sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat
yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita, selalu mengalami
perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada
terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya
dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, terus
dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi
perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti “westernisasi”, namun
lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-
nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila,
seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan
diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar,
seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah, dapat diterima
sesuai nilai-nilai Pancasila.
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Gambar 1.8 Teknologi merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh
masyarakat

Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta
budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah
perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan
teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya
bangsa.

4. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan
Keamanan

Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan, secara tegas
dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat
(3) yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban
setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha
pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini
menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta
usaha pertahanan dan keamanan negara.
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Sumber: http://www.tni.mil.id/

Gambar 1.9 TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara

Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam
masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam
atau sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang melibatkan masyarakat
secara bergantian. Di beberapa daerah, juga terdapat lembaga masyarakat
atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di
Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga
keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat
kamu, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan
atau sejenisnya? Pada saat ini, terdapat beberapa organisasi keamanan yang
dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern, seperti pertahanan
sipil, satuan pengaman lingkungan, dan sebagainya.

Uraian di atas, memperjelas dan membuktikan kepada kitabahwa Pancasila
mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah
ideologi tertutup, yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan
bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu
keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
Tugas kita sebagai generasi muda, adalah untuk tetap mempertahankan
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan
Pancasila, tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan
tidak mengubahnya. Tetapi, yang paling utama adalah dengan menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
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Tugas Kelompok 1.2

1.

Coba amati berbagai peristiwa yang terjadi sebagai perwujudan nilai-
nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat di lingkungan
sekitar kalian, seperti di sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa, dan
negara. Pilihlah salah satu topik perwujudan tersebut di salah satu
lingkungan untuk menjadi topik kelompok kalian.

Susunlah beberapa pertanyaan yang ingin kalian ketahui berkaitan
dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, mengenai
perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
faktor yang menyebabkan, akibatnya, dan sebagainya.

Kumpulkan berbagai informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut
dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan membaca buku dari
berbagai sumber belajar.

Hubungkan berbagai informasi yang kalian peroleh, seperti perbuatan
apa yang paling sering dilakukan, mana yang paling banyak sesuai
atau tidak sesuai. Buatlah kesimpulan tentang perwujudan nilai-nilai
Pancasila di lingkungan sesuai topik kelompok kalian.

Susunlah laporan hasil pengamatan dan telaah kelompok kalian secara
tertulis, kemudian sajikan di depan kelas.

Setelah mempelajari materi mengenai dinamika perwujudan Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, coba kalian renungkan
apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut?
Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari
pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku
tugas kalian masing-masing.

1.

26

Kata Kunci

Kata kunci yang harus kamu kuasai dalam mempelajari materi di bab ini
adalah Pancasila, dasar negara, dan ideologi terbuka.
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2. Intisari Materi

a.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki
tujuan akhir mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

Berbagai tantangan saat ini dan masa depan, juga dapat mengancam
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa apabila kita tidak mewaspadainya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, memiliki makna bahwa Pancasila
memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai
dasar ini, diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang
disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah mampu membuktikan selalu
menjadi dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia.

Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai
ideologi terbuka, adalah memastikan bahwa perwujudan nilai-nilai
instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar
Pancasila.

LEMBAR PENILAIAN SIKAP

Nama Peserta Didik TR

Kelas/Semester s

Tahun Pelajaran e

Hari/Tanggal Pengisian : ........cccccoceenenee.

Berilah tanda centang (V) pada kolom skor berdasarkan pernyataan yang
sesuai dengan diri kalian sendiri. Lakukan kegiatan ini secara jujur.
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Pernyataan

Sikap Beriman dan Bertakwa

Saya berdoa sebelum melakukan kegiatan.

2. | Saya menjalankan ibadah sesuai ajaran agama.

3 Saya mengucapkan salam sebelum dan sesudah
" | berbicara.

4. | Saya tidak mengganggu ibadah orang lain.

B. Sikap Jujur

1. | Saya tidak menyontek saat ulangan.

) Saya mengerjakan tugas sendiri (tidak
" | menyalin hasil pekerjaan orang lain).

3. | Saya mengakui kekeliruan dan kekhilafan.

4. | Saya melaporkan informasi sesuai fakta.

C. Sikap Peduli

1. | Saya menolong teman yang membutuhkan.

2. | Saya membuang sampah pada tempatnya.

Saya simpati terhadap orang lain.
4 Saya mendahulukan kepentingan masyarakat/

umum.

Sikap Toleransi

1. | Saya menghormati pendapat teman.

2. | Saya memaafkan kesalahan orang lain.

3. | Saya bergaul tanpa membeda-bedakan.

4. | Saya tidak memaksakan kehendak.

E. Sikap Gotong royong

1. | Saya melaksanakan tugas kelompok.

2. | Saya bekerja sama secara sukarela.

3. | Saya aktif dalam kerja kelompok.

4. | Saya rela berkorban untuk kepentingan umum.

Sikap Santun
Saya berperilaku santun kepada orang lain.

Saya berbicara santun kepada orang lain.

=

Saya bersikap 3 S (salam, senyum, sapa).

Skor
Akhir

|

|

Nilai

Nilai

(SB/B/C/K)
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Proyek Kewarganegaraan

I.

Identifikasilah tokoh-tokoh bangsa yang memberikan keteladanan bagi
masyarakat Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.

Pilihlah salah satu tokoh nasional untuk digali perjalanan hidupnya yang
berperan memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia dalam
mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.

Carilah informasi tentang biografi tokoh nasional tersebut.

Susunlah naskah bermain peran untuk mendemostrasikan peran tokoh
nasional dalam memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia.

Simulasikan di depan kelas peran tokoh nasional sesuai dengan naskah
yang telah disusun.

Jelaskan nilai-nilai keteladanan apa saja yang dapat diteladani dari tokoh
nasional tersebut.

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1.

Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal
kemerdekaan?

Jelaskan latar belakang Pemberontakan DI/TII dan RMS di Indonesia!
Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru?

Jelaskan tantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai
dasar negara pada masa Reformasi!

Jelaskan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara?
Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka!

Berikan masing-masing 1 (satu) contoh perilaku dalam mewujudkan
nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam
kehidupan sehari-hari!

Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang
politik di lingkungan sekolah!
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9. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan
keamanan di lingkungan masyarakat?

10. Keteladanan apa saja yang patut dicontoh dari tokoh nasional dalam
mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Jelaskan!
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Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kalian telah menuntaskan
materi Bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari di mana pun berada. Selanjutnya, akan dibahas mengenai
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bab ini, kalian akan menganalisis pokok pikiran Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendeskripsikan
arti penting dari pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat memperlihatkan sikap dan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sehingga menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang
tinggi. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, coba kalian baca
kemudian cermati Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berikut.
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UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkatrahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nabh, setelah kalian membaca dan menelaah teks Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba kalian rumuskan
pendapat atau pertanyaan pada tabel di bawah ini sebagai bahan diskusi di
kelas bersama guru dan teman-teman kalian!
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No

Pendapat atau Pertanyaan

A. Makna AlineaPembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

1. Alinea Pertama

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di
dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat

universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak

sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan. Penjajahan bertentangan

dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak

memiliki derajat yang sama.

Sumber: http://www.portalsejarah.com

Gambar 2.1: Kerja paksa pada masa penjajahan
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Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia
lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai perikeadilan, karena penjajahan
memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara
tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya
perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia
untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu,
juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh
kemerdekaan. Pernyataan ini objektif, karena diakui oleh bangsa-bangsa yang
beradab di dunia.

Alinea pertama, juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa
Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea
pertama, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara
serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam
segala bentuknya. Alinea pertama ini, juga menjadi landasan hubungan dan
kerja sama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara,
harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai
kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga
antarmanusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia.

Bandingkan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa
kemerdekaan. Kemudian, tuliskanlah dalam bentuk tabel seperti berikut.

No. Masa Penjajahan Masa Kemerdekaan
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2. Alinea kedua

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa
Indonesia, bahwa:

a. perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan;

b. momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan ke-
merdekaan;

c. kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea kedua ini, menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita
bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa
Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti, timbulnya kesadaran
bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang, tidak dapat dipisahkan dari
keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para
pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan
jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan
bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaaan yang diraih, harus
mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang
“merdeka”, berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. ”Bersatu”
menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk
negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial.

”Berdaulat”, mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia
sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan
bangsa, tanpa campur tangan negara lain. ”Adil”, menjelaskan bahwa negara
Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti
adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan
antara negara dengan warga negara, serta warga negara dengan warga negara,
dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan
keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya,
dan pertahanan keamanan.

Makna “makmur” menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara materil,
tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual, atau kebahagiaan batiniah.
Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau
kelompok, namun kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan
demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan, melandasi
perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin
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dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaaan
bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Namun, harus diisi dengan perjuangan
mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional.

Sumber: http://www.dispertan.sukoharjokab.go.id

Gambar 2.2 Panen raya untuk kemakmuran rakyat

Tugas Mandiri 2.2

seperti berikut.

Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita
nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur? Tuliskan pendapatmu dalam bentuk tabel

No. | Cita-Cita Nasional

Upaya Bangsa Indonesia

1. [ Merdeka

2. | Bersatu

3. | Berdaulat

4. | Adil

5. | Makmur
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3. Alinea Ketiga

Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa
Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Hal ini merupakan
motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari
bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, maka bangsa Indonesia tidak
akan merdeka. Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah
perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Alineaketiga ini memuat motivasiriil dan materil, yaitu keinginan luhur bangsa
supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad
seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas
dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan
nasib sendiri. Niat yang luhur ini, menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk
terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.

Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaaan
Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan, menjadi kekuatan yang
menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional, tidak
menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern.
Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan YME akan memberikan bantuan kepada
umatnya yang berjuang melawan penjajahan.

Banyak peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan
penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata,
organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang
kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan, dapat menjadi faktor pendorong dan
penentu keberhasilan mencapai cita-cita.

Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri
atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal
tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya
bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan
secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan
rohani.

Cobalah tuliskan 5 peristiwa yang pernah kalian alami atau pengalaman
orang lain, yang membuktikan bahwa keyakinan kepada Tuhan Yang
Mahakuasa, menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan
seseorang. Nilai apa yang dapat kalian pelajari dan perlu diteladani dari
peristiwa tersebut?
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4. Alinea Keempat

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu:

tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara;
ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;

bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan
dasar negara, yaitu Pancasila.

e o o

Negara Indonesia yang dibentuk, memiliki tujuan negara yang hendak
diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut,
merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan
yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk
mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-
citanasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki
diadakannya undang-undang dasar. Maksud undang-undang dasar di sini,
yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini, menegaskan prinsip
Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan
undang-undang dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus
berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara, wajib menjunjung
tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib menaati hukum yang
berlaku.

Alinea keempat ini, juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan
bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Berbeda
dengan bentuk kerajaan yang pemerintahnya sebagian bersifat turun-temurun.
Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan
tertingi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ”...Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu
kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila
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dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara
yuridis-konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga
negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam
mewujudkan tujuan negara Indonesia? Tuliskan dalam tabel berikut!

No. Tujuan Upaya Bangsa Indonesia

Melindungi segenap
1. |bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan

2.
umum.
3 Mencerdaskan kehidupan
" |bangsa.
4 Melaksanakan ketertiban

dunia.

B. PokokPikiran Pembukaan Undang-UndangDasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945

1. Hakikat Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung
pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana
kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara,
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut,
di antaranya sebagai berikut.

a. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
(pokok pikiran persatuan).
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Pokok pikiran ini menegaskan bahwa
dalam Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, diterima aliran
negara persatuan. Negara yang melindungi
dan meliputi segenap bangsa dan seluruh
wilayahnya. Dengan demikian, negara
mengatasi segala macam paham golongan
dan paham individualistis. Negara menurut
pengertian Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menghendaki persatuan. Dengan
kata lain, penyelenggara negara dan setiap
warga negara wajib mengutamakan
kepentingan negara di atas kepentingan
golongan atau individu.

o>

Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

[

Gambar 2.3 Semangat Proklamasi Kemerdekaan diwujudkan dalam rumusan

Info Kewarganegaraan

UUD NRI Tahun 1945 disahkan
oleh PPKI tanggal 18 Agustus
1945 terdiri atas Pembukaan
dan pasal-pasal. Penjelasan
UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditulis oleh Mr.
Soepomo.

Carilah informasi lebih lanjut
tentang pokok-pokok pikiran ini
dari berbagai sumber belajar.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).

Pokok pikiran ini, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin
dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan). Dengan demikian,
penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan
memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini,
hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa

manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.
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c. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan
rakyat).

Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara
yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar, harus berdasarkan atas
kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai
dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas
musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok
pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar
politik negara.

Sumber: dokumentasi Kemendikbud

Gambar 2.4 Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat

d. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran
ketuhanan).

Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar
harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara
negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan
bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab dengan
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang
luhur.
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Sumber: www.bekasikota.go.id

Gambar 2.5 Kerukunan umat beragama sebagai perwujudan pokok
pikiran ke-4

Tugas Kelompok 2.1

Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kamu diskusi-
kan secara berpasangan untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah
ini. Apabila sudah selesai, komunikasikanlah bersama pasangan lainnya.

1. Mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara
yang cocok bagi Indonesia adalah negara kesatuan?

2. Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur
itu? Serta bagaimana mewujudkannya?

4. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam
menyelesaikan setiap permasalahan?

5. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat menjunjung tinggi
harkat, derajat, dan martabat sebagai bangsa Indonesia?
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2. Arti Penting Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis memiliki
makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita perhatikan, bahwa keempat
pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila.

Kemudian penjelasan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebelum amandemen menegaskan
bahwa: ”“Pokok-pokok pikiran tersebut

Info Kewarganegaraan

Tap. MPR Nomor IX/MPR/1978
dan Tap MPR Nomor llI/

meliputi suasana kebatinan dari Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-
pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita
hukum (rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar negara, baik hukum yang
tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun
hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang
Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran
ini dalam pasal-pasalnya.”

Berdasarkan pengertian ini, dapat
disimpulkan bahwa pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah sumber hukum
tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari
kedudukannya sebagai sumber hukum
tertinggi di  Indonesia, pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik

MPR/1983 menyatakan bahwa:

“Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan yang terperinci
yang mengandung cita-cita luhur
dari Proklamasi Kemerdekaan

17 Agustus 1945 dan yang
memuat Pancasila sebagai dasar
filsafat negara, merupakan satu
rangkaian dengan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945
dan oleh karena itu tidak dapat
diubah oleh siapapun juga
termasuk oleh MPR hasil Pemilu
yang berdasarkan Pasal 3 dan
Pasal 37 Undang-Undang Dasar
1945, karena mengubah isi
Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 berarti sama halnya
dengan pembubaran negara”.

Indonesia Tahun 1945, dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan
MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia
harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara,
yaitu Pancasila.
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Semangat Pembukaan dan Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak
dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memiliki arti penting dalam
konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-
Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga
merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut, yang disebut
konvensi atau kebiasaan katatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-
Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara
itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu
memberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber: http://news.liputan6.com

Gambar 2.6 Anggota DPR dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
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Tugas Kelompok 2.2

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan ke
dalam pasal-pasalnya. Sekarang coba kalian cari informasi dari berbagai
sumber mengenai hal tersebut. Tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel
di bawah ini.

Pasal-Pasal dalam UUD Negara

No. Pokok Pikiran Republik Indonesia Tahun 1945

1. | Persatuan

2. | Keadilan Sosial

3. | Kedaulatan Rakyat

Ketuhanan Menurut
Dasar Kemanusiaan

C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat
aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah
dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup
bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu,
melalui sejarah bangsa Indonesia.

Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus
generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian
pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi
rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan
dengan tidak merubahnya. Namun, yang tidak kalah penting adalah
mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan
warga negara, wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi
kenyataan.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 2.7 Semangat Bung Tomo dalam mempertahankan kedaulatan RI

Tugas Kelompok 2.3

Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai upaya
untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai
lingkungan.Tulislah pendapat kelompok kalian dalam bentuk tabel seperti
di bawah ini.
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1. | Persatuan

Lingkungan Keluarga
1) Hidup rukun dengan saudara
2) ettt

Lingkungan Sekolah
1) Ikut serta dalam belajar kelompok
D) et et

Lingkungan Masyarakat

1) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti mem-
bersihkan lingkungan

K N

Lingkungan Bangsa dan Negara

1) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar

k) SO

2. | Keadilan Sosial

1 S
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3. | Kedaulatan a. Lingkungan Keluarga
Rakyat 1)

1 S

3 NSO

4. |Ketuhanan menu- [a. Lingkungan Keluarga
rut Dasar Kema- 1)
nusiaan 2)

1 S
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Refleksi

Setelah mempelajari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian
pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang
akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian
ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tulis atau selembar kertas.

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi di bab
ini adalah pokok pikiran, negara persatuan, keadilan sosial, kedaulatan
rakyat, cita-cita hukum, dan suasana kebatinan.

2. Intisari Materi

a. Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945:

* Alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi
semua bangsa di dunia.

* Alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita
bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

* Alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan
anugerah Tuhan Yang Mahakuasa.

* Alinea keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia
untuk mencapai tujuan negara, berdasarkan asas politik kedaulatan
rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara
Pancasila.

b. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yaitu:

» pokok pikiran persatuan;

» pokok pikiran keadilan sosial;

*  pokok pikiran kedaulatan rakyat; dan
*  pokok pikiran ketuhanan.

c. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-
nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana
kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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dalam bentuk tabel seperti berikut.

Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum
(rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang
tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.
Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam

pasal-pasalnya.

d. Tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta
mewujudkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Amatilah sikap dan perilaku teman-teman kalian saat pembelajaran
berlangsung. Kemudian, catatlah sikap dan perilaku teman kalian tersebut

No.

Nama Siswa

Catatan Perilaku

1.

50

Proyek Kewarganegaraan

Seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan
mewujudkan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Kalian sebagai generasi muda, dapat berpartisipasi
dalam mewujudkan tekad ini dengan menerapkan pokok-pokok pikiran
dalam berbagai bidang kehidupan kalian. Lakukanlah proyek berupa kegiatan
yang mencerminkan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di keluarga,
sekolah, dan pergaulan masyarakat sekitar kalian. Lakukan proyek ini secara
kelompok atau kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut.
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. Amatilah keadaaan di sekitar kalian, seperti kedisplinan, tawuran pelajar,

budaya antre, sikap rela berkorban, nasionalisme, dan sebagainya. Tentu-
kan satu topik kegiatan yang penting dan mampu kalian lakukan, seperti
kedisiplinan dalam berlalu lintas.

. Identifikasi masalah yang terjadi sesuai topik yang telah dipilih.

. Susunlah kegiatan sebagai perwujudan pokok-pokok pikiran Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945 sesuai topik.

. Susunlah jadwal dan pembagian tugas seluruh anggota kelompok.
. Laksanakan kegiatan sesuai rencana dengan penuh tanggung jawab.

. Diskusikan hasil kegiatan kalian dan buatlah kesimpulan atas keberhasilan

kegiatan.

. Susunlah laporan kegiatan secara tertulis dan sajikan di depan kelas me-

lalui pameran kelas atau bentuk lain.

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1.

Jelaskan makna alinea pertama Pembukaaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Upaya apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai
kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur?

Jelaskan maksud bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Tuhan
Yang Mahakuasa!

Jelaskan makna yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jelaskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jelaskan pentingnya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia!

Bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran Pembukaaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pancasila?
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Pembangunan nasional
diperoleh melalui pajak
yang dibayarkan
oleh warga negara.

Jika warga negara
tidak membayar pajak
maka pembangunan nasional
pun akan terhambat.
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Kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

A. Hakikat dan Teori Kedaulatan
1. Pengertian Kedaulatan

Amatilah gambar berikut!

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Sumber: https://kissmeguntur.files.wordpress.com

Gambar 3.1 Skema pemilihan umum
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Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di halaman
53? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi mengenai kedaulatan
rakyat dan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba
kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita
di atas. Misalnya, bagaimana hubungan antara pemilu dengan kedaulatan
rakyat? Bagaimana pelaksanaan demokrasi oleh lembaga-lembaga negara?
Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak
mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang kedaulatan dan lembaga
negara.

Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawabh ini.

No. Pertanyaan

Ll ol I

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, cobalah bersama teman lakukan diskusi secara berkelompok
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan
tentang kedaulatan dan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian juga dapat mencari informasi dari
berbagai sumber belajar yang lain.

Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab, yaitu “daulah” yang artinya
kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang
tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua
cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi,
bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat, berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat, mengandung
pengertian bahwa pemerintahan yang ada, diselenggarakan dan dilakukan oleh
rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan “demokrasi’.
Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud
pelaksanaan kedaulatan rakyat, dilaksanakan melalui pemilihan umum.
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Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, dapat dilakukan melalui demokrasi
langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat
mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian
suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu,
dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil
yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan
undang-undang.

Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis
yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk
menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki empat sifat
pokok, yaitu:

a. asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;

b. permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri
walaupun pemerintah sudah berganti;

c. tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan
tidak dibagikan kepada badan-badan lain; serta

d. tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan
tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia
untuk memperoleh suatu kedaulatan, berhasil meraih titik puncaknya pada
saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu,
bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang
bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri untuk mengatur pemerintahan
sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya
pemerintahan yang berdaulat, merupakan salah satu unsur konstitutif dari
sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat,
dan wilayah.

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk,
yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

a. Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki
kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri
menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola
semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik
di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur
tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku.

b. Kedaulatan ke luar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan
dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain.
Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar, antara lain mengadakan perjanjian
dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam
organisasi internasional, dan sebagainya.

Sumber: http://gdb.voanews.com

Gambar 3.2 Perjanjian antarnegara

2. Teori Kedaulatan

Tahukah kalian, siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara?
Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi
dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari
beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut, di antaranya
sebagai berikut.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama
dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah
mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu
(causa prima). Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal
dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara
kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku
wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang
mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir Kuno, Kaisar
Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda (Bidde Gratec Gods, kehendak
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Tuhan), dan Raja Ethiopia (Haile Selasi, singa penakluk dari suku Yuda
pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu
yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Ken
Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan
Syiwa sekaligus.

Pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain, Augustinus (354-430),
Thomas Aquino (1215-1274), F. Hegel (1770-1831), dan F.J. Stahl (1802-
1861). Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa
lalu dengan kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena
berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci.
Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan
kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel,
raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau
pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah.

Teori Kedaulatan Raja

Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi
teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab
terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang
raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena
statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat
itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya.

Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-
1527) melalui karyanya, II Principle. Ia mengajarkan bahwa negara
harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.
Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang
dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati
hukum kodrat, hukum antarbangsa, dan konstitusi kerajaan (leges
imperii). D1 Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobes (1588-
1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru
diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus.
Teori kedaulatan raja, beranggapan bahwa kekuasan tertinggi terletak
di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan
dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja
Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata “/’ettat C'st Moi”
(negara adalah saya).

Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada
negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga
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tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan
berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak
negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini
melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap
kepala negara yang bertindak sebagai diktator.

Peletak dasar teori ini antara lain, Jean Bodin (1530-1596), F. Hegel
(1770-1831), G. Jellinek (1851-1911), dan Paul Laband (1879-1958).
Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis.

Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan peme-
rintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah (baik tertulis maupun
tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan
hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber
dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak
warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif ne-
gara yang menjadikan hukum sebagai ’panglima”, mewajibkan penegakan
hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori
kedaulatan hukum, diantaranya: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant,
dan Leon Duguit.

Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan
kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian,
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian
kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa
tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan
teori ini adalah Montesquieu (1688-1755) dan J.J. Rousseau (1712-1778).

Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat, di antaranya
sebagai berikut.

JJ. Rousseau, menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan
kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian
masyarakat (social contract).

Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan
hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada
kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.

John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat,
bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan
penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah
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mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan
perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya
negara melalui:

a)

b)

pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk
suatu negara; dan

pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah
atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara
berdasarkan konstistusi atau UUD.

4) Mostesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan
dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu
negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power).
Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan tidak ikut campur
tangan terhadap kekuasan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara,
dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu:

a)

b)

Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan
perundang-undangan dalam suatu negara,

Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering
disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan

Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.
Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca materi di atas dan
sumber belajar lain tentang hakikat kedaulatan, tulislah apa yang sudah
kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

No. Aspek Informasi Uraian
1. |Pengertian kedaulatan
2. | Sifat kedaulatan
3. | Macam kedaulatan
4. | Teori kedaulatan
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B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik
Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat.
Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat
yaitu ”....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat ...."

2. Pasal 1 ayat(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan
”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”.

Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat
yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan,
wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan
ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui
lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
telahmengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan
rakyat yang diatur melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD
tersebut dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan
rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada
rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.

Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia
dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dinyatakan: “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. dan dalam pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kedua pasal
ini, menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara
sesuai UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan
wewenang lembaga negara, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan Negara
Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1.  Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-
undang dasar.

Negara Indonesia adalah negara hukum.

4. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat.

5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD.

Prinsip negara kedaulatan rakyat, memiliki hubungan yang erat dengan
makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratein”. Demos
berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi
memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan
demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk
mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan
dengan makna kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini
ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk
pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Budiardjo (2003),
mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah
yang demokratis di bawah Rule of Law, sebagai berikut.

Perlindungan konstitusional.

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Pemilihan umum yang bebas.

Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

A e

Pendidikan kewarganegaraan.

Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang
berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna
demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan.
Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
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yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa
Indonesia, karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah
melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama
demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah
mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam
penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui
sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah
mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang
banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.

Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut.

a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui
hikmat kebijaksanaan.

c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat
dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kepentingan rakyat.

d. Keputusan yang diambil, harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan
keadilan.

e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak
asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal domi-
nasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas, mengandung
makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan
kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan
kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas, berarti
kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok
besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila, mengutamakan kepentingan
seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun
mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila.
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Perhatikan tabel di bawah ini sebagai perbandingan antara demokrasi

Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis.

Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan

Demokrasi Sosialis

Demokrasi Pancasila Demokrasi Liberal Demokrasi Sosialis

1. Mengutamakan . Mengutamakan 1. Mengutamakan
kepentingan bangsa kepentingan pribadi kepentingan
dan negara di atas dengan mendukung bersama dengan
kepentingan pribadi sepenuhnya usaha mengabaikan
atau golongan dan pribadi (private kepentingan pribadi.
mengakui hak milik enterprise).
perorangan.

2. Keputusan diambil . Keputusan diambil | 2. Keputusan diambil

dengan musyawarah
mufakat.

dengan suara
terbanyak (50 + 1).

berdasarkan
kehendak mayoritas.

. Agama merupakan

bagian yang tidak
terpisahkan dari ke-
hidupan bernegara.

. Memisahkan urusan

agama dengan
kehidupan negara
(sekuler).

. Tidak mengenal

agama karena tidak
mengakui adanya
Tuhan Yang Maha
Esa.

4. Tidak dikenalnya

diktator mayoritas dan
tirani minoritas.

. Keputusan

ditentukan oleh
kesepakatan-
kesepakatan
individu sebagai
warga negaranya.

. Suara mayoritas

kelompok besar
masyarakat yang
menentukan
segalanya.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dilakukan dengan dua cara, yaitu
langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah
pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil
rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh
rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan
rakyat.
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Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga
perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat
rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR,
DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat
dari cara berikut.

a. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota
DPR dan anggota DPD [Pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945].

b. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu [Pasal 19 ayat (1) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945].

c. Pengisian keanggotaan DPD [Pasal 22C ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945].

d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan secara
langsung [Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945].

e. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah [UU No. 23 Tahun
2014].

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan
demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya
tidak hanya melaksanakan pemilu. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan cara
berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada
pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara
itu, dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau
dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan
demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil). Hal tersebut sesuai dengan Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyatakan
bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan
secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut.

a. Langsung

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki
hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati
nuraninya tanpa perantara.
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Sumber: https:www.presidenri.go.id

Gambar 3.3 Memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara yang
telah memenuhi syarat

b. Umum

Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak
mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama,
ras, pekerjaan, dan lain sebagainya.

c. Bebas

Asas bebas, memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah
memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Asas rahasia, memberikanjaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan
haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan
apa pun.

e. Jujur

Asas Jujur mengandung arti bahwa, penyelenggara pemilu, aparat
pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih,
serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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f.  Adil
Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu, mendapat-
kan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Makna demokrasi, dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit
di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang
kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti
persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan
partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah,
masyarakat, bangsa, dan negara.

Perhatikan wacana di bawah ini.
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI

Sengketa Ligitan dan Sipadan, sebenarnya merupakan warisan
masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Sengketa
kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam.

Sengketa Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia, kembali
muncul ke permukaan pada tahun 1969. Tetapi, tidak ada penyelesaian tuntas
sehingga kasus ini kembali mengambang. Lalu, Pemerintah Indonesia dan
Malaysia sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada
tahun 1997. Dalam putusan Mahkamah Internasional yang jatuh pada
tanggal 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah, sehingga pulau
Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. (dari berbagai sumber)

Dari kasus di atas, buatlah kajian mendalam dengan memperhatikan
hal-hal berikut:

1. Apayang melatarbelakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?

2. Langkah-langkah kongkret apa yang telah dilakukan Pemerintah
Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut?
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3. Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikian pulau
Sipadan dan Ligitan?

4. Berkaca dari kasus tersebut, coba kalian buat usulan konkrit agar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas ke negara
lain atau tidak melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

1. Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut, dari masa
kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di
Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai
berikut.

a. Demokrasi Parlementer 1945 — 1959

Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun
1949, menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demokrasi yang
harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial.
Namun, dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945,
berubah menjadi demokrasi parlementer.

Begitu pula pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1949. Indonesia dibagi
dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah
demokrasi parlementer (sistem demokrasi liberal). Pemerintahan dijalankan
oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena
pada umumnya rakyat menolak RIS, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden
Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan dengan
UUDS 1950.

Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap
dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan
jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet,
pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan
partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Oleh karena itu, presiden menganggap bahwa keadaan
ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:
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1) pembubaran badan konstituante;

2) memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementera
1950;

3) pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS);
4) pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden ini, maka Demokrasi
Parlementer berakhir.

DEKRIT PRESIDEN

Drengmn Rachnmat Tuhan Jeig Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIE INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGEATAN PERANG,

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa sodjuem Presiden dan Pemerivih untok kembuli kepada  Undang-
undang Dasar 1945, jang disampaikan Kepada segevip  Rakiat Indovesia dengan
Amanat Presiden pads tanggal 22 April 1959,  (idok memperoleh koputusin dari

‘ Homstitunnte sobngaimana ditentukan dalom Unding-undang  Dasar Semantara ;
mhmmmzmmummwhsm
!| Pembuat Undong-undang Dasar untuk Gdale memghodivd lagi sidemg, Konstituante
fidak munglin lagj mendjalmkon tuges Jang difsrtjajulan oloh Rakjat kepadtanga ;
‘ Bahwa hal jang demikian msmbulkan keaduan kefatanogaram  jang memba-
bajakan persatuan dan keselamatan Negarn, Nosa dan Bangsa, serin amerintangd
peenlanguoan semesta unkuk menijsped nosjarakag jang adil dun madonur
Bahwy dongan dulaungan bagion terbesar Rakjng Indomesis dan didorong eleh
Ir.sjvldm ki sendiri, lmmi ferpoksa monempul satu-ssdunja djalan unduk menjela-

MM-WMWMBMWMRBMM
mendfiwai Undsng-urdimg Dasar 1845 dan adalah  neerupakon sunfu eanglodan -
kesatuam dengan Honstitusi tersebut ©

Waka ates dasar-dasar tersabut diatas,

KAMI PEESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PANGLIMA mml
ANGRATAN PERANG,

Mwhpluu pembuberan Konstituante §

Undspig undang Basar 1045 berlolou lagi bagl segayap Bangsa Jo-
dmﬂadmmwm&mmmﬂlmwﬁhmi tinggal presstapan
Wekeit ind, dan Gdok berbdamin bagi Undomg-undtang Thsor Sameniara,

Pembentukan  Madjelis Permusja fan Rakjal Sonentara, Jmg ferdivi aiss
mummrm Hak lal mmbﬂ:dmpnmnumwdn-
[ : gan,  serfa  pembogiulon . Dewan  Perlimbangan
- Apwng Mhu. altan disslonggarakan dalam wolitu Jang sesingkal-singhatnga,

di; Djakearta
pada tanggal ;5 Djoli 19569,
Auis neuna Bakjnt Indoresia ;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA /PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

SOEKARNO

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 3.4 Teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959
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b. Demokrasi Terpimpin 1959 — 1966

Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan
adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sistem demokrasi
terpimpin. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden
tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah
MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Akan tetapi, presiden menafsirkan “terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di
tangan ”"Pemimpin Besar Revolusi”. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan
di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden,
menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang puncaknya terjadi
perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI)
yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

Beberapa penyimpangan itu di antaranya sebagai berikut.

a) Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden
No. 2 tahun 1959.

b) Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak
menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membetuk
DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960.

c) Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara
berdasarkan Penetapan Presiden No. 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962,
yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR-GR dan wakil Ketua DPA mendapat
kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama, serta Ketua MA, wakil-wakil
Ketua MPRS dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai menteri.

d) Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/
MPRS/1963.

e) Penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerja
sama dengan negara-negara sosialis-komunis dan melakukan konfrontasi
dengan hampir semua negara Barat.

f) Presiden membubarkan partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tetapi memberikan kesempatan
berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut, membuat stabilitas politik dan
kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama
masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi pemicu
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terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September
sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan tersebut
mengakibatkan gugurnya para Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Keadaan negara yang tidak stabil, menimbulkan reaksi dari berbagai
kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa
kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan tiga tuntutan rakyat yang
dikenal dengan Tritura. Isi dari tiga tuntutan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Bubarkan PKI
b) Bersihkan kabinet dari unsur PKI

¢) Turunkan harga dan perbaiki ekonomi

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 3.5 Demonstrasi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil
langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam
negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret
atau dikenal dengan SUPERSEMAR dari Presiden Soekarno kepada Jenderal
Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari
Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, yang dikenal dengan masa Orde
Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.
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Demokrasi Pancasila 1966 — 1998

Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang
bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara
murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem
Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan
tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong
royong. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Demokrasi Pancasila berarti
kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hik-
mah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan didasari
nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang
adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat
diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya
dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka
pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara.

Demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan ter-
sebut antara lain:

a) mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
dalam semangat kekeluargaan;

b) mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan
kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum;

c) lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan
presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk
pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal
tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi
semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah.
Lahirlah gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut
reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan
pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh
B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden.
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b. Demokrasi Pancasila Masa Reformasi 1998 — sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa Reformasi, pada dasarnya
adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan
peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan
peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang,
dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan
tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini, telah dimulai dengan terbentuknya
DPR — MPR hasil Pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden,
serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala
bidang kehidupan, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di
Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi, sangat bergantung
kepada beberapa hal berikut.

a) Komposisi elite politik. Dalam demokrasi modern dengan bentuknya
demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan
kekuasaannya kepada para elite politik.

b) Desain institusi politik. Para elite politik mendesain institusi pemerintahan
dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru
menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi.

¢) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elite dan
nonelite.

d) Peran civil society (masyarakat madani) untuk menciptakan kultur
toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap
kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda.
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Tugas Kelompok 3.1

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah mengalami
bermacam-macam pelaksanaan demokrasi. Untuk memahami makna
demokrasi Pancasila, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk
membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi
lainnya, dengan melengkapi tabel di bawah ini. Carilah sumber lainnya
dari buku perpustakaan atau media internet. Presentasikan hasil diskusi
kelompokmu di depan kelas.

No.| Demokrasi Kelebihan Kekurangan

1. | Liberal

2. | Terpimpin

Pancasila Masa
Orde Baru

Pancasila Masa
Reformasi

2. Perkembangan Sistem Pemerintahan di Negara Republik Indonesia

Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat,
menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem
pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik
kenegaraan.

a. Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen
memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen
pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan
semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem
parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang
berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding
dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya
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kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan
yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945-1959.
Sistem parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala
pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri, sementara penunjukkan kepala negara hanya sebatas seremonial
dengan sedikit kekuasaan.

Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut.

a) Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala
negara.

b) Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah
presiden/raja/sultan/kaisar.

c) Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Sistem Semi Parlementer

Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka
pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut berdampak
pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi, dengan sistem pemerintahan
semiparlementer, sebab:

a) Menteri diangkat oleh Presiden;
b) Perdana Menteri diintervensi Presiden;
c) Kabinet dibentuk oleh Presiden;

d) Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab
kepada parlemen,;

e) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
c. Sistem Presidensial

Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional,
merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan
ini, kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan
legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu
sebagai berikut.

a) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan.

b) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap,
tidak bisa saling menjatuhkan.
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c) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan
legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan
tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan
politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika
presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara,
dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila
presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil
presiden akan menggantikan posisinya.

Sumber: http://setkab.go.id/
Gambar 3.6 Pelantikan Menteri Kabinet Kerja

Ciri-ciri pemerintahan presidensial, di antaranya sebagai berikut.

a) Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala
negara.

b) Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan
dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

c) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-
departemen.
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d)
e)

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa

sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah
sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam Pasal 4 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “’Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar”. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), sampai
(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

a)
b)
¢)
d)

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.

Dari pasal-pasal tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai
berikut.

a)
b)

¢)

d)

2)

76

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum.
Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden.

Kekuasaan tidak tak terbatas.
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Tugas Kelompok 3.2

di Indonesia. Untuk membandingkan penerapan sistem pemerintahan di
negara lain yang berlaku saat ini, lakukanlah kerja kelompok untuk:

1.
2.

Kalian sudah mempelajari sistem pemerintahan yang pernah terjadi

mencari informasi tentang penerapan sistem pemerintah di negara lain;

klasifikasikan negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan
parlementer, semiparlementer, dan presidensial;

pilih salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan
parlementer, semiparlementer, dan presidensial;

lakukanlah analisis terhadap masing-masing negara tersebut,
dilihat dari tugas pokok lembaga-lembaga negara serta hubungan
antarlembaga negara;

buatlah laporan secara tertulis, kemudian presentasikan di depan kelas!

3.

Lembaga-lembaga Negara

PUSAT

Presiden | DPR H MPR H DPD | _‘ MA | MK |

badan-badan lzin

kementerian
negara

bank
sentral 2
yang fungsinya
berkaitan dzngan
kekuasaan
kehzkiman

Perwakilan Pemerintahan Daerah Li
= s ingkungan
BPK Provinsi Provinsi Peradilan Umum

Gubernur DPRD -
Lingkungan
Peradilan Agama

Lingkungan
Peradilan Militer

Pemerintahan Daerah -

Kabupaten/Kota Lingkungan
Bupati/ Peradilan TUN
Walkota | OPRC

DAERAH

Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia

Gambar 3.7 Lembaga-lembaga negara dalam sistem Ketatanegaraan Rl menurut UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen
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Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-
lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai
representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan.
Lembaga-lembaga tersebut, yaitu:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Pasal 2 dan 3
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keanggotaan MPR terdiri atas:
a) seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
b) seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Anggota DPR dan DPD, dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap lima tahun
sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun. Dalam menjalankan
tugasnya MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota
negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (voting).
| |

|
-

|
i b

Y
I"||||||||

i I||I|IIII|-l e |

Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia
Gambar 3.8 Gedung MPR/DPR

Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut.
a) Mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)].
b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)].

¢) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)].

d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden
dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)].

e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
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b)

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai
berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].

Presiden, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian,
dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa ”Presiden dan wakil presiden memgang
jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan sebagai
berikut.

Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam Pasal
4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam
Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam
bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Presnden dan Wakil Presiden Republik Indonesna

E,\ &

BJ Hnbibl-.- a wati Soekar 5 = Jokowidodo
(1998-1999) r (2014-2019)

diolah dari berbagai sumber

Gambar 3.9 Presiden dan Wakil Presiden Repu